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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (3)
Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Rencana Penanggulangan Bencana
Daerah Kota Bima,;

: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4188);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor
4400);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4828);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4829);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan  Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah,;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2007 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bima
(Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2007 Nomor 79)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor
6 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun
2015 Nomor 161);

Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan

Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah



Kota Bima Tahun 2008 Nomor 84) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota
Bima Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga
Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan
Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah
Kota Bima Tahun 2013 Nomor 139);

20. Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2013 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Bima Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota Bima
Tahun 2013 Nomor 143);

21. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah Kota
Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 149
(Tambahan Lembaran Daerah Nomor 149);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA

PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BIMA.

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kota Bima.

Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintah daerah.

Walikota adalah Walikota Bima.

Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Bima.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Ketua,
Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kota Bima.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bima.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan

peraturan daerah.



10.

I1.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

(1)

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna
barang.

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD
adalah kepala satuan kerja perangkat daerah pada Pemerintah Kota Bima selaku
pengguna anggaran/pengguna barang.

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya
disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kota Bima.

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah adalah
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima.
Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang
bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.

Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah
pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.

Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kota Bima.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD
adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima.

Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan
segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang
ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta
benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi,
penyelamatan serta pemulihan sarana dan prasarana.

Tim Kaji Cepat adalah tim teknis yang dibentuk Kepala Badan Penanggulangan
Bencana Daerah yang bertugas untuk menentukan kebutuhan dan tindakan
yang tepat dalam penanggulangan bencana pada saat keadaan darurat bencana.
Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima adalah dokumen
perencanaan yang berisi kebijakan strategi, program dan pilihan tindakan dalam
penyelenggaraan penanggulangan bencana dari tahap pra, tanggap darurat dan

pasca bencana.

BAB I
Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana

Pasal 2

Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima merupakan dokumen
perencanaan Penanggulangan Bencana dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu

dimulai pada tahun 2014 dan berakhir pada tahun 2018.



(2) Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima disusun dengan

sistematika sebagai berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN

BABII : GAMBARAN UMUM KEBENCANAAN

BABIII : PENGKAIJIAN RISIKO BENCANA

BABIV : KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

BABV : FOKUS PRIORITAS DAN PROGRAM PENANGGULANGAN
BENCANA

BAB VI : RENCANA AKSI DAERAH

BAB VII : PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PEMBARUAN
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA

BAB VIII : PENUTUP

(3) Uraian Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan

yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bima

dalam penyusunan program dan kegiatan Tahunan.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 4

Pada saat peraturan Walikota ini mulai berlaku maka setiap SKPD wajib

mengintegrasikan dokumen RPB ke dalam Renstra dan Renja SKPD.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.



Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 2015
WALIKOTA BIMA,

M. QURAIS H. ABIDIN

Diundangkan di Kota Bima
pada tanggal 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,

MUHAMAD RUM

BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2015 NOMOR



